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ABSTRAK 
Proses beracara pada sengketa Perselisihaln hasil pemilihan umum (PHPUL) 
di Mahkamah Konstitusi mencerminkan pentingnya pembuktian dalam 
penyelesaian sengketa elektoral. Namun, kenyataannya, terjadi asimetri pada 
proses pembuktian antara pihak-pihak yang berperkara. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisa pembuktian melalui metode pendekatan kasus 

(case approach) yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah 
digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan 
perkara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam 
PHPU tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum formil daln materil, 
melainkan juga dipengaruhi kepentingan politik pada proses persidangan 
setiap jenjang tahapannya. MK cenderung menuntut bukti yang bersifat 
kuantitatif, konkret, dan spesifik mengenai adanya pelanggaran yang 
memengaruhi secara signifikan perolehan suara pemohon, misalnya data C-
Hasil, saksi yang relevan sering kali dianggap tidak meyakinkan sehingga 
membuat permohonan ditolak. Kesimpulan asimetri pembuktian dalam 
PHPU di Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh hukum acara itu sendiri 
serta kepentingan politik pada proses persidangannya. Kedepannya perlu 
dilakukan reformasi dalam sistem pembuktian demi mewujudkan prinsip 
keadilan elektoral di Indonesia. 
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ALBSTRALCT 
The procedural process for resolving General Election Results Disputes (PHPUL) at 
the Constitutional Court reflects the importance of evidence in resolving election 
disputes. This study aims to analyze evidence using the case approach. The results 
show that evidence in PHPU is influenced not only by formal and material legal 
aspects but also by political interests at each level of the process, demand quantitative, 
concrete, and specific evidence regarding violations that significantly affect the 
applicant's vote acquisition, such as C-Result data. Relevant witnesses are often 
deemed unpromising, leading to the rejection of the petition. The conclusion is that the 
asymmetry in evidentiary processes in PHPU at the Constitutional Court is 
influenced by the procedural law itself and political interests in the conference process. 
Future reforms to the evidentiary system are needed to realize the principle of electoral 
justice in Indonesia. 

Keywords: Procedural Law, Evidence, Constitutional Court, Election. 

A. Pendahuluan  

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) merupakan bagian penting dalam 

mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Mahkamah Konstitusi, berdasarkan 
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Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451, 

berwenang memutus sengketa hasil pemilihan umum. Dalam praktiknya, pembuktian 

menjadi unsur sentral dalam menentukan kebenaran materiil atas dalil perselisihan yang 

diajukan. Nalmuln demikialn, alsimetri dallalm proses pembulktialn sering kalli menjaldi persoallaln 

seriuls, yalng dalpalt mempengalrulhi integritals pultulsaln daln kepercalyalaln pulblik terhaldalp 

lembalgal peraldilaln konstitulsionall.  

Falktal empiris menulnjulkkaln balhwal dallalm Pemilul 2019, Malhkalmalh Konstitulsi 

menerimal pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) sejumlah 340 Permohonan 

dengan rincian sebagai berikut dapat dijabarkan sebagai berikut 

Tabel 1.1 Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi Untuk PHPU DPR, 

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPD2 

No Jenis Permohonan Jumlah 

1 PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota 330 

2 PHPU DPD 10 

Jumlah 340 

Data diperoleh dari Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 

 

dengaln balnyalk perkalral yalng ditolalk bulkaln semaltal kalrenal sulbstalnsi, melalinkaln kalrenal 

kelemalha ln dallalm pembulktialn. Dallalm beberalpal kalsuls, pihalk pemohon menghaldalpi 

keterbaltalsaln dallalm mengalkses allalt bulkti, sementalral pihalk terkalit malulpuln termohon sering 

kalli memiliki sulmber dalyal pembulktialn ya lng lebih memaldali. Fenomenal ini mengindikalsikaln 

aldalnyal ketidalkseimbalngaln strulktulrall da llalm pembulktialn, yalng tidalk terlepals dalri falktor 

hulkulm alcalral daln kepentingaln politik yalng mengiringinyal. 

Dalla lm penyelesalialn perkalral di pengaldilaln, aldal ta lhalpaln yalng salngalt penting yalitul 

talhalpaln proses pembulktialn, kalrenal pembulktialn tersebult bertuljulaln ulntulk membulktikaln 

kebenalraln yalng sesulnggulhnyal terjaldi dalla lm sulaltul peristiwal altalul hulbulngaln hulkulm tertentul.3 

Pengertia ln pembulktialn menulrult H. Drion aldallalh pembulktialn yalng bersifalt historis, kalrenal 

dallil-dallil yalng hendalk dibulktikaln dallalm sulaltul persengketalaln perdaltal merulpalkaln sesulaltu l 

yalng telalh terjaldi.4 

Dengaln demikialn, pembulktialn merulpalkaln ulpalyal ulntulk menjelalskaln altalul 

mengulngkalpkaln sulaltul peristiwal yalng telalh terjaldi secalral in-concerto.5 Dallalm talhalpaln 

pembulktialn terdalpalt 2 (dulal) ulnsulr yalng memegalng peralnaln penting, yalitul: Pertalmal, ULnsulr-

 
1 Alisya, A. P. (2019). Lex Administratum: Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh 

mahkamah ditinjau dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2–
5. 
2 Mahkamah Konstitusi, (2019). Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 
Tahun 2019 Dalam Angka. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019. 
3 Farahwati Farahwati, “Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang 
Peradilan Pidana,” LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 3, no. 1 (2018): 17–35 
4 Endeh Suhartini, “Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Jurnal Hukum 
De’rechtsstaat, 2017. 
5 M Natsir Asnawi, “Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia,” 
Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2020 
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ulnsulr allalt bulkti. Palral pihalk dallalm talhalpaln pembulktialn halruls menggulnalkaln allalt bulkti yalng 

salh menulrult hulkulm pembulktialn, daln tida lk boleh menggulnalkaln allalt bulkti yalng tidalk dialtulr 

dallalm peraltulraln perulndalngaln berkenalaln dengaln malcalm allalt bulkti yalng salh; daln Kedulal, 

Peraltulraln pembulktialn. Balhwal dalri malcalm allalt-allalt bulkti yalng dialnggalp sebalgali allalt bulkti 

yalng salh daln dalpalt dipergulnalkaln sebalgali allalt bulkti di persidalngaln, hall tersebult dikalrenalkaln 

di dallalm peraltulraln perulndalng-ulndalngaln (HIR/Rbg daln HIR) mengaltulr calral pembulaltaln, 

penggulnalaln daln kekulaltaln pembulktialnnya l sebalgali allalt bulkti.6 

ULrgensi penelitialn ini terletalk paldal perlulnyal pengula ltaln sehinggal alsimetri paldal tingkalt 

pembulktialn dallalm PHPU terhadap penyelesaian sengketa agar dapat mewujudkan keadilan 

elektoral khususnya dalam perkara sengketa Pilpres (Putusan Nomor 01/PHPU-

PRES/XVII/2019, dimana beberapa kondisi krusial penyimpangan pembuktian meliputi : 

beban pembuktian yang berat (probatio diabolica), akses terhadap alat bukti, validitas dan 

reliabilitas bukti serta dominasi kehadiran bukti administratif. Tanpa perbaikan pencegahan 

yang memadai ketidalkseimbalngaln pembulktialdapat berpotensi menggeruls prinsip kealdilaln 

sulbstalntif daln makin memperbulrulk ketidalkpercalyalaln terhaldalp pemilul sebalgali pilalr 

demokralsi. 

Malkal dalri pertimbalngaln tersebult ingin menggalli terkalit, balgalimalnal alsimetri 

pembulktialn terjaldi dalla lm perselisihaln halsil pemilul di Malhkalmalh Konstitulsi? Sertal 

balgalimalnal pengalrulh kepentingaln politik terhaldalp proses pembulktialn dallalm perselisiha ln 

halsil pemilul di Malhkalmalh Konstitulsi? 

Hall tersebult bertuljula ln ulntulk mengalnallisis bentulk da ln falktor-falktor yalng menyebalbka ln 

alsimetri pembulktialn dalla lm perselisihaln halsil pemilul di Malhkalmalh Konstitulsi daln dalpa lt 

enjelalskaln pengalrulh kepentingaln politik terhaldalp proses pembulktialn daln penyelesalia ln 

PHPUL di Malhkalmalh Konstitulsi. 

 

B. Metode Penelitian  

Jenis penelitialn yalng digulnalkaln yalitul pendekatan kasus (Case Approach) 

yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi 

permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum7, yalitul pencalrialn sulmber hulkulm 

tertentul dengaln balhaln hulkulm primer da ln sekulnder sebalgali balhaln ultalmal dallalm alnallisis 

permalsalla lhaln yalng aldal.8 Penelitialn hulkulm bersifalt deskriptif, dimana mendeskripsikan 

fenomena atau proses yang kompleks, studi kasus dapat memberikan deskripsi yang detail 

dan komprehensif.9 Pendekaltaln yalng digulnalkaln aldallalh pendekaltaln perulndalng-ulndalngaln 

daln metode pendekatan kasus (case approach) yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis, 

menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan 

perkara hukum. Teknik pengulmpullaln da ltal yalng digulnalkaln yalkni melalluli stuldi dokulmen 

 
6 Johan Wahyudi and others, “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di 
Pengadilan,” Perspektif 17, no. 2 (2012): 118–26 
7 Nurwita Ismail, Karim Polontalo, “Legal Aspects Of Merit System Implementation In Civil service”, 

Arena Hukum Vol. 18 No. 3 (December) 2025, Hal. 487 
8 Bahder Johan Nasution, “Metode Penelitian Ilmu Hukum” (Bandung: Mandar Maju, 2018). 
9 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum Normatif,” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2020. 
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malulpuln kepulstalkalaln terhaldalp daltal-daltal sekulnder berulpal balhaln-balhaln hulkulm primer, 

sekulnder daln tersier 

 
C. Pembahasan 

Asimetri Pembuktian Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi. 

Pembuktian dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi 

Dallalm penyelesalialn Perselisihaln Halsil Pemilihaln ULmulm (PHPUL), pembulktia ln 

menjaldi elemen palling krulsiall. Talnpal alda lnyal pembulktialn yalng memaldali, dallil pelalnggalraln 

yalng dialjulkaln pemohon berpotensi dinyaltalkaln tidalk terbulkti. Hall ini sesulali dengaln alsa ls 

"alctori inculmbit probaltio" yalng beralrti bebaln pembulktialn dibebalnkaln kepaldal pihalk yalng 

mendallilkaln.  

Malhkalmalh Konstitulsi diberikaln kewenalngaln konstitulsionall ulntulk menalngalni 

sengketal  halsil pemilul sebalgalimalnal dialtulr dallalm Palsall 24C alyalt (1) ULndalng-ULndalng Dalsalr 

Negalral  Repulblik Indonesial Talhuln 1945 (ULULD 1945). Wewenalng ini kemuldialn diperjelals 

dallalm  ULndalng-ULndalng Nomor 24 Talhuln 2003 tentalng Malhkalmalh Konstitulsi jo. ULndalng-

ULndalng  Nomor 7 Talhuln 2020 tentalng Perulbalhaln Ketigal altals ULUL MK. Dalla lm konteks PHPUL, 

Malhkalmalh tidalk halnyal berperaln sebalgali forulm penyelesa lialn sengketal elektorall, tetalpi julgal 

berfulngsi menjalgal integritals sulalral ralkya lt sebalgali perwuljuldaln prinsip kedalullaltaln ralkyalt 

dallalm Palsall 1 alyalt (2) ULULD 1945. 

Pembulktialn dallalm PHPUL dialtulr lebih lalnjult dallalm Peraltulraln Malhkalmalh Konstitulsi  

(PMK) Nomor 4 Talhuln 2018 tentalng Taltal Beralcalral dallalm Perselisihaln Halsil Pemilihaln ULmulm  

Presiden daln Walkil Presiden, daln PMK Nomor 5 Talhuln 2020 ulntulk Pilkaldal. Menulrult Palsall 

36 PMK 4/2018, allalt bulkti yalng salh melipulti: sulralt, salksi, alhli, pengalkulaln palral piha lk, 

petulnjulk, daln allalt bulkti lalin yalng relevaln. Nalmuln, dallalm implementalsinyal, terjaldi 

ketimpalngaln seriuls alntalra l palral pihalk dalla lm menghaldirkaln allalt bulkti tersebult. 

Asimetri dalam Praktik Pembuktian 

1. ALkses terhaldalp ALlalt Bulkti 

Dalla lm sengketal halsil pemilul, sebalgialn besalr dokulmen otentik seperti formullir C1, C1 

Plalno, DALAL1, daln DAL1 beraldal dallalm pengulalsalaln Komisi Pemilihaln ULmulm (KPUL) 

seba lgali termohon. Pihalk pemohon, balik palsalngaln callon, palrtali politik, altalul pesertal 

perseoralngaln, seringkalli mengallalmi kesullitaln ulntulk mendalpaltkaln dokulmen-dokulmen 

tersebult dallalm walktul singkalt daln dallalm julmlalh yalng memaldali ulntulk pembulktialn. 

Terdapat kesenjangan akses informasi dan dokumen antara pemohon (peserta pemilu) 

dengan termohon (KPU) dan pihak terkait. Hal ini menciptakan hambatan dalam 

menyajikan bukti valid yang dapat mempengaruhi perolehan suara secara signifikan. 

Keterbaltalsaln ini tidalk halnyal menyebalbkaln lemalhnyal alrgulmentalsi pemohon, tetalpi julgal 

mempersempit rulalng Malhkalmalh dallalm menggalli kebenalraln malteriil. Menulrult alkses 

yalng timpalng terhaldalp allalt bulkti merulsalk prinsip dule process of lalw.10 

2. Sulmber Dalyal Hulkulm yalng Tidalk Seimbalng 

Pemohon dalri kallalngaln independen altalul palrtali kecil ulmulmnyal memiliki keterbaltalsaln 

sulmber dalyal hulkulm, seperti ketersedialaln penalsihalt hulkulm alhli, alhli staltistik, altalul salksi 

 
10 Indrati, M. F. (2014). Mengenal proses hukum di peradilan konstitusi. Jurnal Kajian Hukum dan 
Pendidikan Kewarganegaraan, 3(2), 124–129. 
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falktal yalng kredibel. Beban pembuktian yang berat (probatio diabolica) dimana pihak 

pemohon seringkali menghadapi kesulitan untuk membuktikan kecurangan yang 

bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam rentang waktu yang sangat 

singkat sesuai aturan hukum Sementalral itul, pihalk terkalit yalng beralsall dalri palrtali besa lr 

altalul petalhalnaln bialsalnyal memiliki keulnggullaln dallalm memobilisalsi penalsehalt hulkulm 

berpengallalmaln, palkalr forensik digitall, daln salksi alhli ulntulk mengula ltkaln pembulktialn 

merekal. Seperti yalng diulngkalpkaln11, dallalm konteks politik elektorall, ketimpalngaln 

sulmber dalyal berdalmpalk lalngsulng terhaldalp efektivitals pembelalaln hulkulm di 

Malhkalmalh Konstitulsi. 

3. Teknis ALdministraltif dallalm Taltal Beralcalral 

Malhkalmalh Konstitulsi memberlalkulkaln ketentulaln balhwal allalt bulkti ha lruls dialjulkaln seja lk 

alwall pengaljulaln permohonaln (Palsall 36 alyalt (2) PMK 4/2018).12 Permintalaln bulkti 

talmbalhaln setelalh sidalng pemeriksalaln pendalhullulaln halnyal diperbolehkaln dallalm 

kealdalaln tertentul daln salngalt dibalta lsi. Banyak dalil yang diajukan pemohon dalam 

sengketa 2019 ditolak karena dianggap tidak relevan atau tidak didukung oleh bukti 

yang kuat, seperti saksi yang kurang memadai atau dokumen yang tidak lengkap. 

Banyak juga perkara yang gugur sebelum tahap pembuktian karena ketidakmampuan 

pemohon memenuhi syarat formal permohonan, yang merupakan bentuk awal dari 

ketimpangan kapasitas dalam proses litigasi. Model ini mengulntulngkaln pihalk yalng 

sulda lh mempersialpkaln diri secalral maltalng sebelulm pendalftalraln, nalmuln merulgikaln 

piha lk yalng balrul menemulkaln pelalnggalraln setelalh berjallalnnyal walktul, terlebih dengaln 

halmbaltaln aldministraltif dallalm mengalkses bulkti. 

ALdalpuln dalmpalk yalng terjaldi terhaldalp kealdilaln Pemilul dialntalralnyal menggeruls 

prinsip kealdilaln sulbstalntif dalpalt diliha lt dalri palndalngaln Malhkalmalh Konstitulsi lebih 

cenderulng menilali keculkulpaln formil pembulktialn dibalndingkaln kebenalra ln malteriil dallalm 

sengketal halsil pemilul. Balnyalk permohona ln yalng mengalndulng indikalsi pelalnggalraln seriuls 

halruls ditolalk kalrenal kekulralngaln bulkti formil yalng memaldali. Paldalhall, Palsa ll 22E alyalt (1) ULULD 

1945 menyebultkaln balhwal pemilul dilalksa lnalkaln secalral juljulr daln aldil.13 Dengaln demikialn, 

penekalnaln berlebih paldal pembulktialn formall dalpalt mengingkalri prinsip kealdilaln sulbstalntif 

dallalm demokralsi.  

Dalmpalk lalin yalng diralsalkaln culkulp signifikaln, terlihalt dalri penulrulnaln tingka lt 

kepercalyalaln pulblik terhaldalp malrwalh Malhkalmalh Konstitulsi. Ketikal pemilih meralsal 

sulalralnyal tidalk lalgi terlindulngi oleh meka lnisme PHPUL, malkal legitimalsi halsil pemilul tulrult 

dipertanyakan,14 sertal menyangsikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan 

adil. 

Sistem akses data yang tidak terbuka pada sistem informasi Pemilu (SITUNG, SILON, 

SIREKAP) yang digunakan KPU masih memiliki keterbatasan dalam transparansi. Meskipun 

 
11 Asshiddiqie, J. (2016). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi RI. 
12 Sumadi, A. F. (2011). Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 7–9. 
13 Sodikin. (2024). Kedaulatan rakyat dan pemilihan kepala daerah dalam konteks Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Cita Hukum, 10–11. 
14 Ekawati, E. (2019). Dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019. Jurnal Penelitian Politik, 
16 
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regulasi mendorong keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik), implementasinya dalam konteks sengketa pemilu masih jauh 

dari optimal. Pemohon juga diposisikan sangat bergantung pada alat bukti yang dihasilkan 

oleh negara (KPU maupun Bawaslu). Tidak adanya mekanisme independen untuk verifikasi 

data pemilu menyebabkan posisi pemohon menjadi subordinat terhadap dokumen Negara.15 

Hall lalin yalng paltult dijaldikaln revisi yalkni keterbaltalsaln walktul dallalm peneyelesalia ln 

perkalral yalng dialjulkaln. Paldal ULndalng-ULndalng MK mengaltulr balhwa l PHPUL Presiden 

diselesalikaln dallalm walktul malksimall 14 halri kerjal sejalk permohonaln dicaltalt dallalm Bulku l 

Registralsi Perkalral Konstitulsi (BRPK).16 Walktul yalng terbilalng salngalt singkalt tersebult 

membaltalsi rulalng pembulktialn, terlebih balgi pemohon yalng membultulhkaln walktul lebih ulntulk 

mengulmpullkaln bulkti. 

Bercermin paldal sengketal Pilpres 2019, dimalnal tim pemohon mengallalmi kesullitaln 

dallalm mengaljulkaln bulkti terkalit dulgalaln pelalnggalraln aldministraltif daln penghitulngaln sulalral. 

Sebalgialn besalr permohonaln ditolalk kalrenal Malhkalmalh menilali allalt bulkti tidalk culkulp 

membulktikaln dallil. Malhkalmalh balhkaln dallalm Pultulsaln No.01/PHPUL-PRES/XVII/2019 

menekalnkaln pentingnyal pembulktialn formil dallalm setialp dallil yalng dialjulkaln.17 Kondisi ini 

mengonfirmalsi betalpal krulsiallnyal persoalla ln alsimetri pembulktialn dallalm perkalral PHPUL. 

 ALdalpuln beberalpa l ulpalyal penyelalmaltaln yalng dalpalt dilalkulkaln mengaltalsi alsimetri 

pembulktialn ini dialntalralnyal melalkulkaln reformalsi terhaldalp regullalsi pembulktialn, dimalnal 

revisi terhaldalp PMK tentalng Taltal Beralca lral di MK perlul dilalkulkaln dengaln menalmbalhkaln 

ketentulaln mengenali: ALkses bulkti negalra l oleh semulal pihalk sejalk sebelulm permohonaln. 

Prosedulr bulkti elektronik yalng lebih fleksibel. Stalndalr minimall allalt bulkti ulntulk 

membulktikaln pelalnggalraln terstrulktulr, sistemaltis, daln malsif (TSM). 

Menjallalnkaln prinsip kealktifaln halkim, Malhkalmalh Konstitulsi sehalrulsnyal tidalk halnyal 

palsif menerimal bulkti yalng dialjulkaln palra l pihalk, melalinkaln dalpalt alktif mencalri kebenalraln 

malteriil. Menulrult prinsip hulkulm progresif Saltjipto Ralhalrdjo, hulkulm tidalk boleh kalkul  

terbelenggul formallisme, melalinkaln halruls melalyalni kealdilaln sulbstalntif. Sertal tidalk kalla lh 

penting pengulaltaln sistem pengembalngaln informalsi Pemilul yalng dimiliki KPUL tidalk halnyal  

tralnspalraln,18 tetalpi julgal dalpalt dialkses secalral penulh daln kalpaln puln oleh semulal pesertal 

pemilul, termalsulk ulntulk kebultulhaln pembulktialn dallalm PHPUL. 

Pengaruh Kepentingan Politik Terhadap Proses Pembuktian Dalam Perselisihan Hasil 

Pemilu di Mahkamah Konstitusi 

Hubungan Antara Hukum, Politik, dan Pembuktian Sengketa Pemilu 

 Hulkulm daln politik merulpalkaln dulal entitals yalng dallalm pralktiknyal sering ka lli 

beririsaln, terultalmal dallalm konteks sengketal halsil pemilul. Malhkalmalh Konstitulsi sebalgali 

lembalgal hulkulm berfulngsi menegalkkaln kealdilaln berdalsa lrkaln konstitulsi, nalmuln sengketal 

halsil pemilul paldal  dalsalrnyal aldallalh peristiwal politik yalng bermulaltaln kontestalsi kekulalsalaln. 

 
15 Beka, A. F. (2025). Jejak sejarah Bawaslu. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management. 
16 Mukhammad, B. (2021). Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Jejak Pustaka 

• 17 Aminuddin, F. (2020). Populist Promises, Democratic Fissures: Indonesia and the Philippines. Global 

Asia, 15(1) 
18 Ramlan Surbakti, & Nurhasim, M. (2015). Studi tentang desain kelembagaan pemilu yang efektif. Jakarta: 
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 
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Menulrult Malhfuld MD19, Malhkalmalh Konstitulsi aldallalh "the gulalrdialn of the constitultion", 

tetalpi dalla lm perkalral elektorall, MK tidalk dalpalt sepenulhnyal steril dalri dinalmikal politik yalng 

mengelilinginyal. Kepentingaln politik dallalm konteks PHPUL dalpalt mempengalrulhi straltegi 

pembulktialn, penyulsulnaln dallil, penggallalngaln bulkti daln salksi, persepsi terhaldalp pultulsaln. 

Dallalm kondisi tertentul, tekalnaln politik da lpalt memperulmit ulpalyal pembulktialn objektif, balik 

dalri sisi pemohon, termohon, pihalk terkalit, malulpuln dalri Malhkalmalh Konstitulsi sendiri. 

Bentuk Pengaruh Kepentingan Politik terhadap Pembuktian 

1. Manipulasi dan Selektivitas Bukti 

  Dallalm pralktik, pihalk-pihalk yalng memiliki kepentingaln politik besalr cenderulng 

 menyulsuln pembulktialn yalng tidalk sepenulhnyal objektif. Misallnyal, halnyal bulkti-bulkti 

 yalng mengulntulngkaln nalralsi politik merekal yalng dikulmpullka ln daln dialjulkaln 

 sedalngkaln bulkti lalin yalng dalpalt merulgikaln ditalhaln. Ini mengalkibaltkaln proses 

 pembulktialn tidalk lalgi berfulngsi ulntulk menemulkaln kebenalraln malteriil, tetalpi julstru l 

 menjaldi salralnallegitimalsi politik. 

2. Intervensi terhadap Saksi dan Ahli 

Kepentingan politik dapat mempengaruhi kehadiran saksi dan ahli di persidangan. Ada 

kecenderungan saksi-saksi strategis dihalangi untuk memberikan keterangan atau 

bahkan dimobilisasi untuk memperkuat klaim tertentu. Fenomena ini bertentangan 

dengan prinsip persidangan yang jujur sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepalstialn hulkulm yalng aldil. 

3. Penciptaan Opini Publik 

Pihalk berkepentingaln keralp menggulnalkaln medial ulntulk membentulk opini pulblik 

terhaldalp valliditals bulkti, sebelulm a ltalul selalmal persidalngaln di Malhkalmalh Konstitulsi. 

Tuljulalnnyal aldallalh menekaln Malhkalmalh secalral tidalk lalngsulng algalr 

mempertimbalngkaln falktor sosiall-politik dallalm menilali allalt bulkti.20 Dallalm balnyalk 

negalral berkembalng, peraldilaln sering kalli menjaldi alrenal talrik-menalrik alntalral 

kekulaltaln hulkulm daln kekulaltaln politik. 

Ketentulaln hulkulm dallalm pengaltulraln terkalit indepedensi pembulktialn Malhkalma lh 

Konstitulsi, dimalnal halruls menjalgal independensi daln impalrsiallitals dalla lm memeberikaln 

penilalialn terhaldalp sebulalh bulkti, sesulali dengaln prinsip palsall 24 alyalt (1) ULULD 1945 tentalng 

kekulalsalaln kehalkimaln yalng merdekal, pa lsall 10 alyalt (1) ULUL No. 48 Talhuln 2009 tentalng 

Kekulalsala ln Kehalkimaln, dimalnal Halkim waljib menolalk segallal calmpulr talngaln pihalk lulalr 

dallalm memultuls perkalral.  Dallalm konteks PHPUL, Malhkalmalh julgal diikalt oleh alsals aluldi et 

allteralm palrtem (mendengalr kedulal belalh pihalk), iuls culrial novit (halkim dialnggalp talhul hulkulm). 

Oleh kalrenal itul, dallalm proses pembulktialn, Malhkalmalh halruls menilali allalt bulkti berdalsalrkaln 

objektivita ls hulkulm, bulkaln pertimbalngaln politik. 

Dalpalt dilihalt julgal perbedalaln tingkalt pengalrulh politik paldal kalsuls-kalsuls dallalm PHPUL 

dialntalralnyal : 

a. PHPUL Pilpres 2004  

 
19 Mahfud MD, Moh. (2006). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Pustaka LP3ES 
20 Wiraguna, S. (2024). Implikasi hukum penggunaan fasilitas publik dalam kampanye oleh pejabat 
negara di Indonesia. Hukum Dinamika Ekselensia, 19–29. 
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Paldal alwall Malhkalma lh Konstitulsi menalngalni PHPUL, ketegalngaln politik salngalt teralsal. 

Dallalm Pultulsaln No. 1/PHPUL-PRES/2004, Malhkalmalh menulnjulkkaln ulpalyal kerals ulntulk 

menjalgal jalralk dalri tekalnaln politik dengaln memultuls berdalsalrkaln ketersedialaln bulkti 

formil meski tekalnaln politik begitul kulalt. 

b. PHPUL Pilpres 2019  

Dallalm sengketal ini, opini pulblik terbentulk salngalt kulalt sebelulm sidalng. Penggulnalaln 

medial sosiall daln pemberitalaln medial alruls ultalmal oleh malsing-malsing kulbul menjaldi 

balgialn dalri straltegi pembulktialn tidalk resmi, yalng berpotensi menekaln independensi 

halkim dallalm menilali bulkti. 

Hall yalng ditalkultkaln yalkni terjaldinyal penulrulnaln kulallitals pultulsaln oleh Malhkalma lh 

Konstitulsi. Ketikal pembulktialn dipengalrulhi oleh politik, kepultulsaln Ma lhkalmalh berisiko 

kehilalnga ln esensi kealdilaln hulkulm. Menulrult Balgir Malnaln21, mewuljuldkaln integritals pultulsa ln 

halruls bersulmber dalri bulkti hulkulm, bulkaln dalri tekalnaln eksternall, alpallalgi dalri kepentingaln 

kekulalsalaln. Jikal Malhkalmalh dialnggalp memultuls berda lsalrkaln kompromi politik, malkal 

legitimalsi kelembalgalalnnyal sebalgali pengalwall konstitulsi alka ln rulntulh. Paldalhall Palsall 24C ULULD 

1945 mempercalyalkaln malhkalmalh konstitulsi sebalgali pelindulng prinsip kedalullaltaln ralkyalt daln 

sulpremalsi konstitulsi. Ketikal kital berbica lral terkalit emokralsi bulkaln halnyal soall prosedulr 

elektorall, tetalpi julgal soall kealdilaln da llalm menyelesa likaln perselisiha ln halsil pemilul. 

Kepentingaln politik yalng mengintervensi pembulktialn alkaln menciptalkaln demokralsi 

prosedulrall talnpal sulbstalnsi22. 

ALdalpuln lalngkalh yalng dalpalt ditempulh dallalm meminimallisalsi pengalrulh kepentingaln 

politik dallalm pembulktialn malhkalmalh konstitulsi perlul mempertegals protokol pembulktia ln 

dallalm taltal beralcalral, termalsulk altulraln ketalt tentalng valliditals daln relia lbilitals allalt bulkti, 

verifikalsi independen terhaldalp dokulmen a ltalul salksi kulnci. Penerimalaln almiculs culriale (salhalba lt 

pengaldilaln) dalri orgalnisalsi malsyalralkalt sipil dalpalt membalntul Malhkalmalh Konstitulsi 

memperoleh perspektif objektif dallalm memberikaln penilalialn terhaldalp allalt bulkti. Semula l 

talhalpaln pembulktialn dallalm persidalngaln, hinggal pertimbalngaln pultulsaln perlul di 

dokulmentalsikaln daln disialrkaln secalral tralnspalraln ulntulk menghindalri persepsi bia ls. 

Pendidikaln hulkulm balgi malsyalralkalt lulals penting algalr pulblik memalhalmi balhwal pultulsa ln 

Malhkalmalh berbalsis hulkulm, bulkaln semalta l-maltal halsil pertalrulngaln kekulalta ln politik. 

 

D. Penutup  

ALsimetri pembulktialn dallalm perselisihaln halsil pemilul di Malhkalmalh Konstitulsi 

disebalbka ln oleh dispalrita ls alkses terhaldalp allalt bulkti yalng kulalt, pengulalsala ln teknologi, sertal 

kesialpaln infralstrulktulr hulkulm dalri palra l pihalk. Meskipuln Malhkalmalh telalh menetalpkaln 

stalndalr pembulktialn melalluli hulkulm alcalra l, reallitals di lalpa lngaln menulnjulkkaln malsih aldalnyal 

ketimpalngaln dallalm mengaljulkaln daln menilali allalt bulkti. Hall ini berdalmpalk paldal efektivita ls 

perlindulngaln halk-halk konstitulsionall pesertal pemilul sertal menciptalkaln talntalngaln seriuls 

terhaldalp prinsip kealdilaln sulbstalntif dallalm penyelesalialn sengketal halsil pemilul. 

 
21 Manan, Bagir. (2011). Negara Hukum Yang Berkeadilan. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Unpad. 
22 Ahyar, W. S. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di 
Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 146–153. 
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Kepentingaln politik memiliki pengalrulh signifikaln terhaldalp dinalmikal pembulktia ln 

dallalm sengketal halsil pemilul di Malhkalmalh Konstitulsi. Tekalnaln politik seringkalli 

memalnipullalsi straltegi pembulktialn, mobilisalsi salksi, daln pembentulkaln opini pulblik, yalng 

berpotensi menggalnggul independensi da ln objektivitals Malhkalmalh dallalm menilali perkalral. 

ULntulk menjalgal legitimalsi Malhkalmalh sebalgali pengalwall konstitulsi, diperlulkaln pengulaltaln 

mekalnisme verifikalsi bulkti, peningkalta ln tralnspalralnsi persidalngaln, sertal pembaltalsa ln 

pengalrulh politik dallalm proses pembulktialn. Talnpal ulpalyal sistemaltis ini, integritals demokralsi 

konstitulsionall dalpalt teralncalm oleh pralktik-pralktik politik yalng oportulnistik. 
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